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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU

Menciptakan Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia

IK : Indeks Ketahanan Nasional

Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat

IK : Indeks Kerukunan Beragama
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Meningkatnya toleransi keberagaman
masyarakat terhadap pluralitas

IK : Persentase menurunnya konflik antar
umat beragama
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Meningkatnya Kewaspadaan dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

IK : Persentase laporan potensi konflik
sosial yang ditangani

Meningkatnya Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, dan Budaya

Meningkatnya Penguatan Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan

IK : Angka kejadian konflik sosial
berlatar belakang suku, agama,
ras/etnis dan antar golongan

IK : Angka kejadian konflik sosial
berlatar belakang ekonomi, sosial
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budaya dan agama
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Meningkatnya Perumusan Kebijakan
dan Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan
Penanganan Konflik Sosial

IK : Persentase Terlaksanananya
kerjasama OPD dengan instansi vertikal
dalam kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial

Meningkatnya Perumusan
Kebijakan dan Pelaksanaan Bidang
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Meningkatnya Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

IK : Persentase terlaksananya forum
kerukunan umat beragama (FKUB) IK : Persentase terlaksananya forum

pembauran tingkat kabupaten
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Meningkatnya peran partai politik dan lembaga
pendidikan melalui pendidikan politik dan
pengembangan etika serta budaya

IK : Persentase keterlibatan masyarakat dalam
pendidikan politik
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Meningkatnya Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan
Politik dan Pengembangan Etika Serta
Budaya Politik

IK : Persentase peningkatan partisipasi
politik masvarakat

J

Meningkatnya Perumusan Kebijakan dan
Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Demokrasi, Kelembagaan
Pemerintahan, Partai Politik, Pemilihan Umum
Serta PemantauanSituasi Politik

IK : Persentase terlaksananya pendidikan politik
bagi Partai Politik
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Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat

IK : Indeks Kerukunan Beragama

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

IK : Nilai SAKIP
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Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

IK : Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
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